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Hukum Kepailitan merupakan cara penyelesaian utang piutang yang cepat agar tidak menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi para kreditur. Hukum Kepailitan di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
undang Kepailitan Menjadi Undang-undang (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nornor 87).
Menurut undang-undang tersebut, persyaratan untuk dinyatakan pailit adalah apabila debitur mempunyal
dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Utang harus dapat dibuktikan secara

sederhana. Dengan demikian, harus ada ukuran atau kriteria utang sebagai landasan agar pembuktian utang
secara sederhanatersebut dapat dilakukan. Akan tetapi, kriteria tersebut tidak ditemukan dalam undang-
undang kepailitan. Di pihak lain, tradisi peradilan di Indonesia menganut sistem civil law. Dalam sistem ini
asas precedent tidak berlaku secara mutlak, sehingga pntusan hakim terdahulu dalam perkara yang serupa
tidak mengikat hakim kemudian. Para hakim di pengadilan civil law memutuskan perkara berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan terulis. Apabila peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur secara
jelas, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran (interpretasi). Akibat tidak adanya definis
utang, maka kebebasan interpretasi tersebut dapat menimbulkan terjadinya berbagal pengertian utang, yang
pada akhirnya

menyebabkan tidak adanya kepastian hukurn. Keadaan ini dapat berdampak terhadap berkurangnyainvestor
asing di Indonesia. Oleh karena itu, dalam upaya memberi kepastian hukum, harus ada rumusan utang dalam
hukum kepailitan di Indonesia.
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